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Selama ini sudah ada jatah
Rp 217,68 juta per orang.

D P R U S U z:;i:;“nzzz,a“
BAGIKAN
RP 112 MI

seluruh dana yang diperlukan adalah
Rp 112 miliar.

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah
Tangga (BURT) Pius Lustrilanang
menyatakan, pendirian rumah aspirasi
ini bertujuan agar rakyat di daerah
bisa menyampaikan langsung aspira-
si ke wakilnya. “Bujet disediakan dari
anggaran BURT terkait pembangunan
sarana yang jumlahnya sekitar Rp 3,3
triliun, walau pemerintah baru menye-
tujui sekitar Rp 2,7 triliun,”kata Pius di
kantornya, Jumat lalu.

Tapi, seperti halnya proposal mereka
sebelumnya, rancangan program kali
ini pun menuai pro-kontra di dalam

maupun di luar lembaga legislatif.

Anggota DPR dari Fraksi Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan,
% Budiman Sujatmiko, adalah salah

\ satu yang menentang proyek ini.

Menurut dia, anggota Dewan
tidak lagi memerlukan pos ang-
garan baru dan dana tamba-
han untuk membangun rumah

SEMUA PROPOSAL
BERUJUNG DUIT

k cuma sekali ini para wakil rakyat
I kita, yang baru dilantik pada 1 Oktober
tahun lalu, mengajukan proposal yang
dianggap berlebihan. Dari berbagai kreativitas
mengutak-atik program itu, ujungnya sama
saja: meminta tambahan anggaran. Berikut
ini beberapa di antaranya:

Mei
Komisi XI meminta hak untuk membagikan
alokasi dana APBN Perubahan 2010 ke
daerah pemilihan mereka.
Anggaran: Rp 20-30 miliar per anggota

Komisi IX, total Rp 2 triliun. Tambahan tenaga ahli untuk setiap

anggota.

Asuransi anggota Dewan.
BiayanyaRp 27,2 miliar atau
Rp 66 juta per orang per tahun.

Gedung baru DPR.

Anggaran: Rp 1,8 triliun.

Juni

Ide “dana aspirasi” digulirkan Partai Golkar,
dengan alasan banyak konstituen yang
meminta bantuan.

Anggaran: Rp 15 miliar untuk setiap ang-
gota Dewan. Artinya, untuk 560 anggota,
total anggarannya
Rp 8,4 triliun.

Juni
Setelah dana aspirasi kandas, muncul
gagasan “dana desa’”.
Anggaran: Rp 1 miliar per desa. Saat ini
tercatat ada sekitar 71 ribu desa/kelurah-
an di Indonesia.

Akhir Juli
Usul “rumah aspirasi” kembali digulirkan
dengan format baru.
Anggaran: Rp 200 juta per anggota per
tahun. Totalnya sekitarRp 112 miliar.

SPOCS® e &2

Catatan: DPR mengajukan anggaran ke Badan Urusan Rumah Tangga sekitap
Rp 3,3 triliun. Pemerintah baru menyetujui sekitarRp 2,7 triliun.
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aspirasi guna mendengarkan suara
rakyat. Berkaca dari pengalaman pri-
badinya mengelola rumah aspirasi di
Purwokerto, Budiman mengaku mampu
membiayai operasionalisasi kegiatan itu
menggunakan sebagian pendapatannya
ebagai anggota Dewan (saat ini sekitar
65 juta—Red.)

etiap bulan saya menyisihkan
0 juta dari pendapatan saya seba-
gai‘anggota Dewan untuk operasional,
katanya kemarin. Dana tersebut cukup
untuk membiayai tujuh orang staf di
rumah aspirasi yang ia didirikan pada
Oktober 2009.

la mengungkapkan, uang Rp 20 juta
itu disisihkan dari tunjangan komuni-
kasi intensif yang diterimanya setiap
bulan, yang besarnya Rp 14,14 juta.
Apalagi tiap wakil rakyat selama ini
pun sudah mendapatkan dana penye-
rapan aspirasi.“Dana aspirasi itu dibe-
rikan tiap reses, besarnya 6 x Rp 8 juta,’
kata Budiman.

Dengan begitu, untuk keperluan
menyerap aspirasi konstituen, para
wakil rakyat ini sudah mendapat jatah
masing-masing Rp 217,6 8juta per tahun.
Budiman khawatir, jika usulan dana
“rumah aspirasi” ini disetujui justru
akan menjadi bumerang bagi anggota
Dewan sendiri. “Masyarakat akan ber-
pikir rumah aspirasi itu sebagai tempat
bagi-bagi uang. Ini tidak mendidik”

Ketua Forum Masyarakat Peduli
Parlemen Indonesia Sebastian Salang
pun menyatakan usulan pos anggaran
baru Rp 200 juta per anggota Dewan itu
tak diperlukan. “Jangan sampai terjadi
duplikasi dan pemborosan anggaran,’
ujarnya.“ltu sudah ada anggarannya.”

Menurut dia, gagasan rumah aspi-
rasi selama ini memang diterapkan di
banyak negara demokrasi yang maju.
la lalu menyebutkan beberapa anggo-
ta Dewan kita yang sudah melakukan
program serupa menggunakan anggar-
an komunikasi intensif dan dana
reses yang mereka terima. “Iltu
berjalan cukup baik,"ujarnya.
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